
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang 
Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4755); 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

ten tang 
dalam 

Nomor 13 Tahun 1950 
Daerah-Daerah Ka bu paten 

1. Undang-Undang 
Pem ben tukan 

bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2021 
ten tang Pertan:ggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus 
Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus 
Tahun Anggaran 2020; 

BUPATI KUDUS, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2020 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI KUDUS 
NOMOR 29 TAHUN 2021 

BUPATI KUDUS 
PROVINS! JAW A TENG AH 

Mengingat 

Menimbang 



12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tah un 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

ten tang 
Republik 

Lembaran 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Pera turan Pemerin tah N omor 15 Tah un 2 0 1 9 ten tang 
Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 43); 
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26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 5219); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

2 1. Pera turan Pemerin tah N omor 69 Tah un 2 0 10 ten tang Ta ta 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan 
Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia N omor 5161); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4664); 
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34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam 
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
ten tang Pedoman Pem berian Hi bah dan Ban tuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 15); 

32. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 63); 

31. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 ten tang 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 81); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6323); 

29.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279); 

2 7. Pera turan Pemerin tah N omor 18 Tah un 2 0 1 7 ten tang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 
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42. Peraturan Bupati Kudus Nomor 54 Tahun 2020 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Berita 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 54) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Kudus Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Kudus Nomor 54 Tahun 2020 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Berita 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 59); 

41. Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2019 ten tang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 49) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Bupati Kudus Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Kelima atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 
2019 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 
(Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 35); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 
2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 
Tahun 2020 Nomor 1 ); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2020 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 
Nomor 2); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2019 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 5); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 
201 7 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kudus Nomor 211); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 
3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 
99); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 
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Rp 417.293.340.878,00 
Rp 221.806.162.432,00 
Rp 794.823.307.125,00 
Rp 1. 914.626.257 .581,00 
Rp 101.550. 728.658,00 

t---t c o/ 

Rp 155. 723.803.815,00 

Rp 257.457. 736.450,00 
Rp 28.135.310.625,00 
Rp 1.119.802.950.456,00 

Rp 12.944.477.850,00 

Rp 761.782.964.531,00 
Rp 49.102.755.000,00 
Rp 10.379.706.000,00 

Jumlah Belanja 
Surplus 

b. Belanja Langsung 
1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Barang 

dan Jasa 
3) Belanja Modal 

1. Pendapatan 
a. Pendapatan Asli Daerah Rp 383.892.971.961,00 
b. Dana Perimbangan Rp l.183.590.147.772,00 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah 

Yang Sah Rp 448.693.866.506,00 
Jumlah Pendapatan Rp 2.016.176.986.239,00 

2. Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Hibah 
3) Belanja Bantuan sosial 
4) Belanja Bagi Hasil 

Kepada Provinsi/ 
Kabupaten/Kota dan 
Pemerintah Desa 

5) Belanja Bantuan 
Keuangankepada 
Provinsi/ Kabupaten/ 
Kota dan Pemerin tahan 
Desa 

6) Belanja Tidak Terduga 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 terdiri atas : 

Pasal 1 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS 
TAHUN ANGGARAN 2020. 

2. Serita Acara Persetujuan Bersama Bupati Kudus dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus 
Nomor: 903/ 1538/07.00/2021 - 903/0494/07.02/2021 
tanggal 16 Juli 2021 tentang Rancangan Peraturan 
Daerah Kabupaten Kudus tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020; 

1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 903/094/2021 
tanggal 5 Agustus 2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Ka bu paten Kudus ten tang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan 
Peraturan Bupati Kudus ten tang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 
2020; 
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Menetapkan 

Memperhatikan 



Ditetapkan di Kudus 
. ~-r-::=-~a tanggal 18 Agustus 2021 

~"i.U P,.q--;:_~ 
/i;r;::,.i' c:.-, . i(u ~TI KUD S, 
{ I . '·. ~- . . ., \ \1. ~1 , t;.1,:,. \ :' 
\ I \ ·. ; '(i"; I, \,* -, . _. .. '\.,_ I . f 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Kudus. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal6 

Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal5 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

Pasal4 

Ringkasan La po ran Realisasi Anggaran se bagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam Penjabaran Laporan 
Realisasi Anggaran. 

Pasal 3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati mi. 

Pasal2 

Rp 288.295.764.737,00 

Rp 190.885.036.079,00 
Rp 4.140.000.000,00 
Rp 186.745.036.079,00 

3. Pembiayaan 
a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 
Jumlah Pembiayaan Netto 
Sisa lebih Pembiayaan 
Anggaran tahun berkenaan 
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